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   ABSTRACT 

 
Law is a written rule as a means to achieve the goal, which is to create an atmosphere of secure,peaceful, orderly, 
and prosperous. By because the law must involve along with the development ofsociety, Science and technology 
the changes in people’s live, affects all elements relating to the law,including the creation of rules of law, 
application of the law, and law enforcement, etc.One specific thing is the increasing incident of criminal matters, 
good quality, quantity, or modusoperandi. It thus should be able to function protective, must be balanced by the 
quality andresponsibility of the State as protector and public servant.Efforts to control and eradicate criminal 
incident, the State is obliged to carry out preventive andrepressive action. Both of the efforts must be 
implemented in a balanced way, in order to create, orderwith in the community. One effort that is emphasized is 
the repressive efforts, these efforts taken sothat the legal function as protectors of the people of the event that 
was about to rape her can beenforced.In the effort repressive, such as is done by applying the proof of the events 
Criminal Case, which isbased on the existing rules of positive law, in order to ensure the dignity and human dignity, 
theprotection of Human Rights, in particular to the perpetrators of criminal events, Related to the evidence,the 
law of criminal procedure adheres to the system of proof under the law is negative (negativewettelijk bewijs 
theories). Therefore, the guilt of the accused before the court is determined by thejudge’s convictionThe provision 
relating to evidence and legal evidence, in the process of proving a criminal casebased on the Code of Criminal 
Procedure, and other legislations. Linkage general rules with specific rulesmentioned above, as a consequence of 
the development of criminal law (criminalization).Along with the development of science and technology today, 
cause a shift of Science andTechn0ology, in an effort to identification of the victim and shifted to the Dactiloskopi 
Sciences toMedical Science B-DNA structure.The use of the science related to the experts who testified based on 
his expertise has value thestrength of evidence is a loose, non-binding and determine, judges can use when 
deemed necessaryaccording to the provisions of the Act. In practice, associated with things that are special, to 
clarify aparticular issue, the judge asked for assistance to the experts, who have special expertise in the field, 
inorder to understand the problems of technical and specific nature that are not controlled by the judge.When the 
judge faces the problems related to the absence of the identity of the victim, the judgecan use DNA testing of 
evidence. DNA tests, presence in court is required to assist judge inunderstanding the things that are technical and 
scientific correlated as evidence from expertstestimonies, letters, and instructions by the judge in order to 
strengthen his faith in order to find thematerial truth.Should legislative policy for creation of the Book of the Law 
of Criminal Procedure in the future,defined the formulation of clauses that regulate expressly qualified an expert 
and legal evidence, alongwith the development of science and technology, so as to overcome the constraints in 
criminalproceedings.Law enforcement should not only emphasize the rule of law, but shifted in the benefit of law, 
inline with the objective of criminal law to seek the material truth. 
Kata Kunci : Criminal Law,Scientific Proof/DNA,Development of Science and Technology 
 

 
 

Pendahuluan 
Pemanfaatan teknologi DNA forensik 

dalam sistem peradilan pidana telah menjadi 
salah satu terobosan terbesar dalam pembuktian 
tindak pidana. DNA forensik menyediakan alat 
bukti yang sangat kuat dan dapat diandalkan 
dalam memverifikasi kebenaran suatu peristiwa, 
terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan 
tindak pidana kekerasan seperti pemerkosaan 
dan pembunuhan. Dengan kemampuan untuk 
mengidentifikasi individu melalui sampel biologis 
yang sangat kecil, teknologi ini telah mengubah 
cara penyelidikan dilakukan, memberikan 
kejelasan dalam banyak kasus yang sebelumnya 
sulit diungkap. Oleh karena itu, penting untuk 
memahami bagaimana teknologi DNA ini 
diterapkan secara efektif dalam konteks hukum di 
Indonesia, mengingat adanya kebutuhan akan 
bukti ilmiah yang objektif dan tidak terbantahkan. 

 

Pentingnya pemanfaatan teknologi DNA 
dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan berawal 
dari kenyataan bahwa kedua tindak pidana ini sering 
kali meninggalkan sedikit atau bahkan tidak ada saksi 
mata. Korban dalam kasus pemerkosaan sering kali 
tidak dapat memberikan bukti yang jelas tentang 
pelaku, sementara dalam pembunuhan, bukti yang ada 
mungkin rusak atau hilang seiring berjalannya waktu. 
Dalam situasi ini, teknologi DNA menjadi penyelamat 
karena dapat menyediakan bukti yang sangat valid 
tanpa mengandalkan saksi atau bukti fisik lainnya yang 
mungkin sudah tidak dapat ditemukan. Penggunaan 
DNA forensik dalam kedua kasus ini telah terbukti 
memberikan hasil yang lebih akurat, bahkan dalam 
penyelidikan yang sudah berjalan lama, dan membuka 
jalan bagi pembuktian yang lebih jelas dan adil. 

 
Sistem peradilan di Indonesia menghadapi 

tantangan dalam menerapkan teknologi ini secara 
optimal, baik dari sisi teknis maupun hukum. Meskipun 
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teknologi DNA forensik telah digunakan dalam 
beberapa kasus besar, belum semua aparat 
penegak hukum memiliki pemahaman yang 
memadai tentang bagaimana mengumpulkan, 
mengelola, dan menganalisis bukti DNA dengan 
benar. Selain itu, belum ada regulasi yang tegas 
yang mengatur penggunaan DNA dalam prosedur 
penyelidikan dan pengadilan. Oleh karena itu, ada 
kebutuhan mendesak untuk merumuskan 
pedoman yang jelas terkait penggunaan teknologi 
DNA forensik sebagai alat bukti ilmiah dalam 
kasus pemerkosaan dan pembunuhan. 

 
Di negara-negara maju, teknologi DNA 

telah menjadi bagian penting dalam sistem 
peradilan pidana, memberikan jaminan keadilan 
bagi korban dan akuntabilitas bagi pelaku 
kejahatan. Di Amerika Serikat, misalnya, teknologi 
DNA telah digunakan untuk membebaskan orang-
orang yang salah dihukum, serta untuk menuntut 
pelaku kejahatan dengan tingkat kepastian yang 
sangat tinggi. Berbeda dengan itu, Indonesia 
masih menghadapi banyak kendala dalam hal 
pemanfaatan teknologi ini, baik dari sisi anggaran, 
pendidikan untuk petugas, serta infrastruktur 
yang memadai untuk memfasilitasi pengumpulan 
dan analisis sampel DNA. Hal ini menjadi alasan 
mengapa pemanfaatan DNA dalam tindak pidana 
masih perlu dikaji lebih dalam, agar dapat 
diterapkan dengan cara yang lebih sistematis dan 
menyeluruh. 

 
Dalam konteks hukum Indonesia, 

teknologi DNA forensik tidak hanya berfungsi 
sebagai alat pembukti, tetapi juga sebagai sarana 
untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, 
terutama hak atas keadilan. Salah satu 
permasalahan utama yang dihadapi dalam kasus 
pemerkosaan dan pembunuhan adalah sering 
terjadinya kekeliruan dalam proses identifikasi 
pelaku. Dalam kasus pemerkosaan, misalnya, 
seringkali terdapat klaim yang saling 
bertentangan antara korban dan tersangka, 
sehingga menimbulkan keraguan yang besar 
dalam proses peradilan. Teknologi DNA, yang 
bersifat objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh 
pernyataan subjektif, memberikan bukti yang 
dapat menghilangkan keraguan tersebut dan 
membantu memastikan bahwa keadilan 
ditegakkan. 

 
Namun demikian, penerapan teknologi 

DNA forensik juga menimbulkan tantangan 
hukum lainnya, seperti masalah privasi dan 
validitas bukti. Dalam sistem peradilan Indonesia, 
meskipun teknologi DNA dapat sangat berguna, 
ada masalah terkait dengan penyimpanan dan 
pengelolaan data yang melibatkan DNA individu, 
yang jika tidak diatur dengan baik, dapat 

menimbulkan masalah privasi. Oleh karena itu, perlu  
ada peraturan yang lebih tegas mengenai bagaimana 
pengambilan sampel, penyimpanan, dan penggunaan 
data DNA dalam proses hukum untuk melindungi hak-
hak individu yang bersangkutan tanpa mengurangi 
efektivitas penggunaan teknologi ini dalam 
pembuktian. 

Kesimpulannya, pemanfaatan teknologi DNA 
forensik sebagai alat bukti ilmiah dalam tindak pidana 
pemerkosaan dan pembunuhan merupakan langkah 
penting dalam memperkuat  sistem peradilan pidana 
di Indonesia. Teknologi ini memberikan peluang untuk 
meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan dan 
memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan 
adil. Namun, untuk dapat memaksimalkan potensinya, 
perlu ada peningkatan dalam aspek regulasi, edukasi, 
serta infrastruktur yang mendukung penerapannya 
secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
secara mendalam tentang penerapan teknologi DNA 
dalam konteks hukum Indonesia, menganalisis 
berbagai tantangan yang ada, serta memberikan 
rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu 
diambil untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi 
ini dalam pemberantasan tindak pidana yang sangat 
merugikan masyarakat, seperti pemerkosaan dan 
pembunuhan.  

 
Rumusan Masalah 

 
1) Bagaimana penerapan teknologi DNA forensik 

sebagai alat bukti ilmiah dalam pembuktian 
tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan di 
Indonesia? 

 
2) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam 

penggunaan teknologi DNA forensik dalam 
sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama 
dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan? 

 
Tujuan Penelitian 

 
a. Untuk menganalisis penerapan teknologi DNA 

forensik sebagai alat bukti ilmiah dalam 
pembuktian tindak pidana pemerkosaan dan 
pembunuhan di Indonesia, serta untuk 
mengetahui sejauh mana teknologi ini diterapkan 
dalam praktik peradilan pidana. 

 
b. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji tantangan 

yang dihadapi dalam penggunaan teknologi DNA 
forensik di Indonesia, serta memberikan 
rekomendasi untuk meningkatkan 
pemanfaatannya dalam pembuktian hukum. 

 
Metode Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif, yang berfokus pada 
analisis terhadap peraturan perundang-undangan, 
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doktrin hukum, serta teori-teori hukum yang 
relevan terkait dengan pemanfaatan teknologi 
DNA forensik dalam sistem peradilan pidana di 
Indonesia. Pendekatan normatif ini bertujuan 
untuk menggali norma-norma hukum yang 
mengatur penggunaan bukti ilmiah dalam 
pembuktian tindak pidana, serta memeriksa 
kesesuaian antara teori dan praktik yang ada. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, 
serta putusan-putusan pengadilan yang terkait 
dengan penggunaan teknologi DNA dalam kasus-
kasus pemerkosaan dan pembunuhan. 

 
Selain itu, penelitian ini juga 

menganalisis literatur hukum yang berkaitan 
dengan aspek hukum forensik, baik dari sudut 
pandang hukum positif Indonesia maupun 
perbandingan dengan praktik di negara lain. 
Analisis terhadap kajian-kajian ilmiah dan jurnal 
yang membahas perkembangan teknologi DNA 
forensik dan implementasinya dalam peradilan 
pidana akan menjadi bagian penting dalam 
memahami tantangan dan hambatan yang 
dihadapi dalam penerapan teknologi ini. Dengan 
pendekatan normatif ini, diharapkan penelitian 
ini dapat memberikan pemahaman yang lebih 
jelas mengenai posisi dan peran teknologi DNA 
dalam proses peradilan pidana di Indonesia, 
serta memberikan rekomendasi yang dapat 
memperbaiki sistem hukum terkait penggunaan 
bukti ilmiah dalam tindak pidana berat. 
 

Hasil Dan Pembahasan 
 

Penerapan Teknologi Dna Forensik Sebagai Alat 
Bukti Ilmiah Dalam Pembuktian Tindak Pidana 
Pemerkosaan Dan Pembunuhan Di Indonesia 

 
Pemanfaatan teknologi DNA forensik 

sebagai alat bukti ilmiah dalam sistem peradilan 
pidana Indonesia memberikan dampak signifikan 
terhadap kualitas pembuktian dalam kasus-kasus 
tindak pidana, terutama pemerkosaan dan 
pembunuhan. DNA forensik mampu 
mengidentifikasi individu dengan tingkat akurasi 
yang sangat tinggi, yang membuatnya menjadi 
bukti yang kuat dalam mendukung atau 
membantah klaim yang ada dalam proses 
peradilan. Dalam kasus pemerkosaan, misalnya, 
teknologi DNA digunakan untuk mengidentifikasi 
apakah terdapat hubungan biologis antara 
pelaku dan korban, yang sering kali menjadi salah 
satu unsur utama yang harus dibuktikan. DNA 
yang ditemukan pada pakaian korban atau bukti 
biologis lain, seperti air mani atau rambut, dapat 
mengonfirmasi identitas pelaku tanpa 
mengandalkan kesaksian saksi atau bukti fisik 
lain yang mungkin sudah rusak atau hilang. Hal 

ini memungkinkan untuk memperkuat argumen dalam 
pengadilan yang didasarkan pada bukti ilmiah, 
mengurangi subjektivitas dan meningkatkan 
objektivitas dalam proses peradilan. 

 
Penerapan teknologi DNA forensik juga 

sangat efektif dalam mengatasi tantangan yang sering 
dihadapi dalam kasus pembunuhan. Dalam kasus-
kasus di mana tidak ada saksi mata yang dapat 
memberikan kesaksian atau bukti fisik yang kuat, 
teknologi DNA dapat memberikan bukti yang sangat 
relevan. Misalnya, identifikasi darah, air liur, atau 
jaringan tubuh yang ditemukan di lokasi kejadian 
dapat digunakan untuk menghubungkan pelaku 
dengan korban atau tempat kejadian. Ini sangat 
penting dalam pembuktian kasus pembunuhan, di 
mana bukti fisik bisa jadi sangat terbatas. Selain itu, 
dengan teknologi DNA, dapat dilakukan identifikasi 
terhadap korban yang tidak teridentifikasi, terutama 
dalam kasus pembunuhan yang mayatnya rusak atau 
terkubur lama. Dengan demikian, teknologi DNA 
menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa 
pelaku kejahatan dapat diidentifikasi dan dibawa ke 
pengadilan, sementara korban yang tidak dikenal 
dapat dikenali dan mendapatkan keadilan yang layak. 

 
Walaupun teknologi DNA memberikan 

peluang besar dalam memperkuat pembuktian, 
namun penerapannya di Indonesia masih memiliki 
beberapa tantangan. Salah satunya adalah terkait 
dengan proses pengumpulan dan pengelolaan sampel 
DNA yang sangat sensitif. Sampel DNA yang diperoleh 
harus ditangani dengan sangat hati-hati, mulai dari 
proses pengumpulan, penyimpanan, hingga pengujian 
di laboratorium. Setiap kesalahan dalam proses ini 
dapat menyebabkan kontaminasi atau kehilangan 
sampel, yang akhirnya mengurangi nilai bukti tersebut 
di pengadilan. Selain itu, proses analisis DNA 
membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang 
tidak sedikit. Laboratorium forensik di Indonesia, 
terutama di daerah-daerah tertentu, sering kali tidak 
memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan 
analisis DNA secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, 
penting untuk memastikan bahwa sistem forensik di 
Indonesia memiliki infrastruktur yang mendukung 
proses analisis DNA dengan standar yang tinggi. 

 
Pentingnya pengawasan yang ketat terhadap 

proses pengambilan dan pengolahan sampel DNA juga 
mencakup masalah terkait dengan risiko pencemaran 
atau penyalahgunaan data. Jika sampel DNA tidak 
dikelola dengan benar, ada kemungkinan besar bukti 
tersebut tidak dapat diterima di pengadilan, atau 
bahkan dapat menyebabkan keraguan dalam proses 
peradilan. Oleh karena itu, penerapan prosedur yang 
ketat dan standar operasional yang jelas mengenai 
cara mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan 
sampel DNA sangat diperlukan. Dalam hal ini, peran 
petugas forensik yang terlatih sangat penting, karena 
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mereka bertanggung jawab atas integritas bukti 
DNA tersebut. Tanpa penanganan yang benar, 
bukti DNA yang dihasilkan mungkin akan gagal 
mendukung atau bahkan bisa merusak proses 
peradilan. 

 
Selain tantangan teknis dan operasional, 

ada pula tantangan hukum dalam penerapan 
teknologi DNA forensik. Di Indonesia, meskipun 
penggunaan teknologi DNA diakui sebagai alat 
bukti yang sah, masih terdapat ketidakpastian 
dalam hal pengaturannya dalam sistem peradilan 
pidana. Prosedur yang jelas mengenai bagaimana 
bukti DNA diterima di pengadilan harus 
diperkuat melalui regulasi yang lebih spesifik dan 
terperinci. Hingga saat ini, meskipun beberapa 
undang- undang terkait bukti ilmiah dan forensik 
sudah ada, banyak praktik di lapangan yang 
menunjukkan adanya inkonsistensi dalam 
penerapan teknologi DNA, baik dari segi 
pengumpulan bukti, penerimaan bukti di 
pengadilan, maupun dalam hal bagaimana hasil 
analisis DNA digunakan sebagai pertimbangan 
hukum. Oleh karena itu, diperlukan undang-
undang yang lebih tegas dan jelas terkait 
penggunaan teknologi DNA dalam sistem 
peradilan Indonesia. 

 
Seiring dengan meningkatnya 

pemahaman mengenai pentingnya teknologi 
DNA dalam pembuktian tindak pidana, ada 
dorongan untuk memperbarui dan memperkuat 
regulasi yang ada. Pembaruan tersebut harus 
mencakup pedoman yang lebih jelas tentang 
prosedur pengumpulan bukti DNA, standar 
pengujian laboratorium, dan penerimaan bukti 
DNA dalam pengadilan. Selain itu, pengaturan 
terkait hak-hak individu dalam pengambilan dan 
penggunaan sampel DNA juga harus diperjelas, 
mengingat potensi masalah privasi yang mungkin 
timbul. Oleh karena itu, para legislator dan 
pengambil kebijakan di Indonesia harus bekerja 
sama dengan pihak-pihak yang ahli dalam bidang 
forensik untuk merumuskan aturan yang lebih 
komprehensif, demi tercapainya sistem peradilan 
yang lebih adil dan transparan. 
 

 
Meningkatkan kapasitas laboratorium 

forensik di Indonesia merupakan langkah yang 
tidak kalah penting dalam mendukung 
penerapan teknologi DNA forensik secara efektif. 
Pemerintah perlu memberikan dukungan penuh 
untuk pengembangan fasilitas laboratorium yang 
lebih modern, dengan teknologi terbaru yang 
mampu memproses sampel DNA dengan lebih 
cepat dan akurat. Selain itu, pelatihan bagi 
petugas forensik di Indonesia harus diperkuat, 
agar mereka memiliki kompetensi yang memadai 

dalam menangani bukti DNA. Dengan langkah-langkah 
tersebut, diharapkan teknologi DNA dapat 
dimanfaatkan secara maksimal dalam membuktikan 
kasus tindak pidana, khususnya pemerkosaan dan 
pembunuhan, dengan hasil yang lebih objektif dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

 
Tantangan  Yang  Dihadapi  Dalam  Penggunaan  
Teknologi  Dna  Forensik  Dalam  Sistem Peradilan 
Pidana Di Indonesia, Terutama Dalam Kasus 
Pemerkosaan Dan Pembunuhan 

 
Penggunaan teknologi DNA forensik dalam 

sistem peradilan pidana di Indonesia memang 
menawarkan potensi besar untuk meningkatkan 
kualitas pembuktian dalam kasus pemerkosaan dan 
pembunuhan. Namun, dalam praktiknya, terdapat 
berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi 
pemanfaatan teknologi ini. Salah satu tantangan 
terbesar adalah keterbatasan infrastruktur dan 
fasilitas yang mendukung proses analisis DNA secara 
efisien. Di banyak daerah, terutama di luar Jakarta dan 
kota besar lainnya, laboratorium forensik yang mampu 
melakukan analisis  DNA  secara akurat masih sangat 
terbatas.  Hal ini menyebabkan sampel DNA  yang 
dikumpulkan seringkali membutuhkan waktu lama 
untuk diuji, yang berakibat pada keterlambatan dalam 
proses penyelidikan dan pengadilan. Keterlambatan ini 
dapat mengurangi efektivitas pembuktian dan 
memperpanjang waktu penyelesaian kasus, yang pada 
gilirannya dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, 
baik korban maupun terdakwa. 

 
Masalah lain yang sering muncul adalah 

terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi dalam bidang DNA forensik. Teknologi 
DNA memerlukan keahlian khusus, baik dalam 
pengumpulan sampel, analisis di laboratorium, 
maupun interpretasi hasilnya. Namun, jumlah ahli 
forensik di Indonesia yang terlatih dalam bidang ini 
masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah 
kasus yang memerlukan pemeriksaan DNA. Hal ini 
menyebabkan kesulitan dalam memastikan bahwa 
setiap sampel DNA yang diperoleh dapat dianalisis 
dengan akurat dan sesuai standar. Selain itu, 
kurangnya pemahaman dari beberapa aparat penegak 
hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, mengenai 
pentingnya teknologi DNA forensik juga menghambat 
proses penggunaannya secara maksimal. Jika aparat 
penegak hukum tidak memahami sepenuhnya 
bagaimana teknologi ini bekerja, mereka cenderung 
mengabaikan atau bahkan meremehkan pentingnya 
bukti DNA dalam proses penyelidikan. 

 
Tantangan selanjutnya adalah biaya yang 

tinggi untuk pengumpulan dan analisis sampel DNA. 
Penggunaan teknologi DNA forensik memerlukan 
peralatan laboratorium yang canggih dan mahal, serta 
proses pengujian yang memakan waktu. Banyak 
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instansi pemerintah dan lembaga penegak 
hukum yang kesulitan menyediakan dana yang 
cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 
terutama di daerah-daerah yang memiliki 
anggaran terbatas. Akibatnya, teknologi DNA 
seringkali hanya digunakan dalam kasus-kasus 
besar atau yang mendapatkan perhatian media, 
sementara kasus-kasus lain yang tidak begitu 
populer sering terabaikan. Hal ini menimbulkan 
ketimpangan dalam penggunaan teknologi DNA, 
di mana hanya sebagian kecil kasus yang 
mendapatkan perhatian penuh dari sistem 
peradilan. 

 
Selain masalah biaya, tantangan besar 

lainnya dalam penggunaan teknologi DNA adalah 
perlindungan terhadap data pribadi.  
Pengambilan dan penyimpanan  sampel DNA  
melibatkan informasi sensitif yang berhubungan 
dengan identitas individu. Jika tidak diatur 
dengan baik, data DNA tersebut dapat 
disalahgunakan atau jatuh ke tangan yang salah. 
Hal ini dapat mengancam privasi individu, 
terutama jika data DNA yang diambil dalam 
proses penyelidikan digunakan untuk tujuan 
selain yang dimaksudkan. Oleh karena itu, perlu 
ada regulasi yang ketat mengenai bagaimana 
data DNA dapat digunakan, disimpan, dan 
diakses, agar tidak melanggar hak-hak pribadi 
individu. Perlindungan ini sangat penting untuk 
memastikan bahwa teknologi DNA forensik tidak 
hanya berfungsi sebagai alat pembuktian yang 
sah, tetapi juga menghormati hak asasi manusia. 

 
Selain masalah teknis dan operasional, 

tantangan besar yang lain adalah adanya 
kesenjangan regulasi terkait dengan penggunaan 
teknologi DNA. Meskipun bukti DNA diakui di 
banyak negara sebagai bukti yang sangat valid 
dalam peradilan pidana, Indonesia masih 
membutuhkan peraturan yang lebih spesifik dan 
komprehensif mengenai prosedur penggunaan 
bukti DNA di pengadilan. Peraturan yang ada 
saat ini tidak cukup untuk mengatur secara rinci 
bagaimana bukti DNA dapat diterima dan 
diperlakukan dalam proses peradilan. Tanpa 
adanya pedoman yang jelas, setiap keputusan 
mengenai penggunaan teknologi DNA dalam 
pengadilan sering kali bersifat ad hoc dan tidak 
konsisten, yang pada gilirannya dapat merugikan 
pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum. 

Tantangan lainnya adalah kesulitan 
dalam menilai kualitas bukti DNA yang ada. 
Pengujian DNA harus dilakukan dengan prosedur 
yang sangat teliti dan memperhatikan standar 
internasional. Namun, karena terbatasnya 
fasilitas yang memadai, ada kemungkinan bahwa 
beberapa laboratorium tidak dapat melakukan 
pengujian DNA dengan akurat. Hal ini membuka 

peluang terjadinya kesalahan dalam pembacaan hasil, 
yang dapat mengarah pada kesalahan hukum. Oleh 
karena itu, penting untuk memastikan bahwa 
laboratorium forensik di Indonesia dilengkapi dengan 
peralatan yang memadai dan memiliki sumber daya 
manusia yang kompeten untuk menjalankan proses 
pengujian dengan standar yang tinggi. 

 
Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, 

dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk 
meningkatkan kualitas dan penerapan teknologi DNA 
forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 
Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih 
memperhatikan pengembangan fasilitas laboratorium 
forensik yang lebih baik, serta meningkatkan pelatihan 
dan pendidikan bagi tenaga ahli dalam bidang ini.  
Selain  itu,  regulasi yang mengatur  penggunaan 
teknologi DNA  perlu diperkuat untuk memberikan 
kepastian hukum dalam proses peradilan, serta 
melindungi hak-hak individu dalam penggunaan data 
DNA. Dengan demikian, teknologi DNA forensik dapat 
digunakan secara maksimal dalam memberikan 
keadilan yang lebih akurat dan transparan di 
Indonesia. 

 
Kesimpulan 

 
Pemanfaatan teknologi DNA forensik dalam 

pembuktian tindak pidana pemerkosaan dan 
pembunuhan di Indonesia telah menunjukkan potensi 
yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas 
pembuktian hukum. Teknologi ini memungkinkan 
identifikasi pelaku dengan tingkat akurasi yang tinggi, 
serta memberikan bukti yang objektif yang dapat 
mengurangi ketergantungan pada kesaksian saksi atau 
bukti fisik lainnya. Meskipun demikian, penerapan 
teknologi DNA forensik di Indonesia masih 
menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan 
infrastruktur, biaya yang tinggi, serta kurangnya 
regulasi yang mengatur secara jelas penggunaan bukti 
DNA dalam proses peradilan. Oleh karena itu, perlu 
adanya peningkatan kapasitas laboratorium forensik, 
pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta 
pembaruan regulasi untuk memastikan teknologi ini 
dapat diterapkan secara optimal dalam sistem 
peradilan pidana. 

 
Untuk mengoptimalkan penggunaan 

teknologi DNA forensik dalam sistem peradilan pidana 
di Indonesia, disarankan agar pemerintah memberikan 
perhatian lebih terhadap pengembangan infrastruktur 
laboratorium forensik yang memadai di seluruh 
wilayah Indonesia. Selain itu, penting untuk 
meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum 
agar mereka dapat memahami dan menangani bukti 
DNA dengan benar. Pembaruan regulasi yang jelas 
mengenai prosedur pengumpulan dan penggunaan 
bukti DNA di pengadilan juga perlu segera 
dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan 
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memastikan keadilan yang lebih transparan dan 
akurat 
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